BUPATI YAHUKIMO

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 150 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS 33 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI

Lampiran

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN YAHUKIMO

: 1 (satu)

a.

BUPATI YAHUKIMO,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada
masing-masing Puskesmas di Kabupaten Yahukimo telah
secara nyata menyelenggarakan pelayananan kesehatan
dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat;

bahwa pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu
disesuaikan dengan jenis prototype Puskesmas sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75
tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Status Pelayanan
Puskesmas Tersebut

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas
perlu menetapakan Status Puskesmas di Kabupaten
Yahukimo yang diatur dan di tetapkan dengan Keputusan
Bupati Yahukimo.

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun
1969 Nomor 47);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4684 );

. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama, di Provinsi Papua  (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 129);



4.

-2-

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan
Lembaran Negara Nomor 4400 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);

Undang -Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5072);

Undang-undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 49,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3637);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/MENKES/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1439/ MENKES /Per/VI/ 2009;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
128/ MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat
Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Meteri Kesehatan Nomor
741 /MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang kesehatan di Kbupaten Yahukimo;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
922 /Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara
Pemerintah, Pemerintah Daeah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan
Nasional;



15.

16.

17.

18.

Memperhatikan
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun
2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Yahukimo;

Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Nomor
440/ 380/DINKES/ 2017 tanggal 25 Agustus 2017 perihal
Pengantar Penetapan Status Puskesmas di Kabupaen

Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan status 33 Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini;

KEDUA : dalam setiap pelaksanaannya, Pusat Kesehatan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas tetap
mengacu pada kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 11 September 2017
BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli ABOCK BUSUP

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221 200312 1 005



DAFTAR 33 PUSKESMAS DI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :150 Tahun 2017
Tanggal :11 September 2017

PUSKESMA
NO KODE NAMA STATUS TYPE JENIS LAYANAN
PELAYANAN
1 P 9416010101 PUSKESMAS DEKAI RAWAT INAP KOTA UNGGULAN
PONED

2 P 4160113101 PUSKESMAS KURIMA | RAWAT INAP | PEDESAAN UNGGULAN

LAYANAN

3 P 4160113101 PUSKESMAS PASEMA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

4 P 9416017201 PUSKESMAS SURU- RAWAT PEDESAAN LAYANAN
SURU JALAN KESEHATAN

5 P 9416018201 PUSKESMAS MUGI RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

6 P 9416019201 PUSKESMAS SILIMO RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

7 P9416019201 PUSKESMAS NINIA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

8 P 9416021201 PUSKESMAS RAWAT PEDESAAN LAYANAN
HOLUWON JALAN KESEHATAN

9 P 9416022201 PUKESMAS LOLAT RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

10 | P 9416023201 PUSKESMAS LANGDA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

11 | P9416024201 PUSKESMAS BOMELA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

12 | P 9416025201 | PUSKESMAS SUTAMON RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

13 | P 9416026201 PUSKESMAS RAWAT PEDESAAN LAYANAN
SOBAHAM JALAN KESEHATAN

14 | P9416027201 | PUSKESMAS KORUPUN RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

15 | P 9416028201 PUSKESMAS SELA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

16 | P 9416030201 PUSKESMAS RAWAT INAP | PEDESAAN LAYANAN
ANGGRUK KESEHATAN

17 | P 9416031201 PUSKESMAS RAWAT PEDESAAN LAYANAN
PANGGEMA JALAN KESEHATAN

18 | P 9416032201 PUSKESMAS WALMA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

19 | P 9416033201 | PUSKESMAS KOSAREK RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

20 [P 9416034201 PUSKESMAS UBAHAK RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

21 | P 9416035201 PUSKESMAS NALCA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

22 | P 9416030201 | PUSKESMAS PULDAMA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

23 | P 9416037201 PUSKESMAS NIPSAN RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

24 | P 9416041201 PUSKESMAS RAWAT PEDESAAN LAYANAN
SAMINAGE JALAN KESEHATAN

25 | P 9416042201 PUSKESMAS TANGMA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

26 | P 9416043201 PUSKESMAS SOBA RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN

27 | P 9416045201 PUSKESMAS RAWAT PEDESAAN LAYANAN
YOGOSEM JALAN KESEHATAN

28 [P 9416047201 PUSKESMAS SUMO RAWAT PEDESAAN LAYANAN
JALAN KESEHATAN




29 | P 9416053201 PUSKESMAS RAWAT | PEDESAAN | LAYANAN KESEHATAN
SEREDALA JALAN

30 | P9416063201 PUSKESMAS RAWAT | PEDESAAN | LAYANAN KESEHATAN
ENDOMEN JALAN

31 | P9416016201 PUSKESMAS RAWAT | PEDESAAN | LAYANAN KESEHATAN
AMUMA JALN

32 PUSKEMAS JLN | RAWAT | PERKOTAAN | LAYANAN KESEHATAN
GUNUNG JALAN

33 PUSKEMAS JLN | RAWAT | PERKOTAAN | LAYANAN KESEHATAN
APLIM JALAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN

NIP.19681221 200312 1 005




